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ABSTRAK

o ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana memproduksi
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yang dikenakan Pasal 62 Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
konsumen dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan alasan baru dapat terungkapnya kasus tindak
pidana memproduksi dan/atay memperdagangkan pupuk ﬁM_ sesuai  dengan

kurangnya jumlah personil Polde Sumaters Barat, terbatasnya anggaran, jauhnya
lokasi laboratorium pengujian pupuk, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap pelaku usaha berkewajiban menjamin kesesuaian kandungan
produk dengan informasi yang tertera dalam label atau etiket keterangan
kemasan sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
merumuskan : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji
dinyatakan dalam label, etiket keterangan”. Setiap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana.

Secara khusus, pengaturan mengenai sanksi pidana bagi setiap
pelaku usaha yang telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan
produk yang sesuai dengan informasi pada kemasan dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal
62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Harapan dari adanya perlindungan konsumen ialah menciptakan rasa aman
bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.!

Hukum pidana sebagai sarana konsep perlindungan masyarakat atau

dalam istilah asing disebut social defence bertujuan untuk melindungi

' Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group), hlm. 22.



kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal, serta menghindari
kerugian atau bahaya yang tidak sah yang ditimbulkan oleh orang lain.
Selain itu, hukum pidana juga berperan dalam proses pemasyarakatan
kembali atau resosialisasi terhadap pelanggar hukum, serta memelihara dan
mempertahankan nilai-nilai dasar terkait keadilan sosial, martabat manusia,
dan keadilan individu.?

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berlanjutan
merumuskan: “Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik,
bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses
rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara
langsung maupun tidak langsung.” Berdasarkan data Asosiasi Produsen
Pupuk Indonesia (APPI), data konsumsi pupuk Indonesia periode 2017
hingga semester 1/2023 mencapai 4,47 juta ton pada semester 1/2023.
Jumlah itu telah mencapai 44,93% dari total pupuk nasional 2022.?

Salah satu kunci keberhasilan dalam produksi pertanian adalah
pupuk. Namun, hal ini menjadi celah untuk melakukan tindak pidana oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti tindak pidana

memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan

2 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen -Instrumen Hukumnya,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 30-31.

3 Ridhwan Mustajab, “Data Konsumsi Pupuk Indonesia (2017-Semester 1/2023)”
diakses https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/data-konsumsi-pupuk-
indonesia- 2017semester-i2023 pada 5 September 2024.



https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/data-konsumsi-pupuk-indonesia-
https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/data-konsumsi-pupuk-indonesia-

keterangan label. Tindak pidana ini menjadi ancaman serius bagi
produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ketidaksesuaian ini dapat
mengakibatkan kerugian finansial bagi petani dan berdampak negatif pada
produktivitas pertanian. Oleh karena itu, perlindungan konsumen di sektor
pupuk menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian khusus.

Praktik ilegal yang dilakukan oleh salah satu pengusaha pupuk di
Indonesia terjadi di Sumatera Barat. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) berhasil menyelesaikan
dua kasus mengenai pupuk tidak sesuai dengan label kemasan. Pada tahun
2022, Polda Sumbar menyita 13 (tiga belas) ton produksi pupuk NPK tidak
sesuai dengan label resmi.* Menurut Kombes. Pol. Adip Rojikan
menambahkan, Pupuk tersebut didistribusikan dan atau diperdagangkan
sejak awal tahun 2021 dan setiap bulannya sebanyak lebih kurang 100
(seratus) ton.> Berdasarkan pengakuan tersangka, ditemukan fakta bahwa
terjadi pengurangan bahan baku Nitrogen, Fosfat, dan Kalium untuk
mendapatkan keuntungan, kasus tersebut berada di Kabupaten Pesisir
Selatan dan Kabupaten Solok.

Kemudian hal serupa juga ditemukan pada tahun 2023, Polda

Sumbar mengamankan sebanyak 147 ton pupuk tidak sesuai dengan label

4 Tribrata News Polri, “Polda Sumbar Sita 13 Ton Produksi Pupuk Tidak Sesuai
dengan Label Resmi, diakses https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda- sumbar-

sita-13-ton-produksi-pupuk-tidak-sesuai-dengan-label-resmi-50228, pada 5 September
2024

5 Ibid.
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kemasan yang diantaranya terdapat 109 ton pupuk NPK.® Dalam hal ini,
banyaknya pihak yang terlibat menjadikan permasalahan ini kompleks,
dikarenakan penyidik harus melakukan berbagai tahapan hingga
mendapatkan akar dari permasalahan ini.

Gambar 1.1 Penggunaan Pupuk Terbanyak di Indonesia (ton) Tahun 2017-20217

Penggunaan Pupuk Terbanyak di Indonesia (ton)
Tahun 2017-2021
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Sumber: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, Direktorat Pupuk dan Pestisida
mempublikasikan data di 10 Provinsi penggunaan pupuk terbanyak di
Indonesia dari tahun 2017-2021. Sumatera Barat menjadi daerah dengan
peminatan kebutuhan pupuk tertinggi kesembilan se-Indonesia dan juga
menjadi daerah dengan peminatan kebutuhan pupuk tertinggi keempat di

pulau Sumatera, dengan total 163.707 ton.® Tanpa pengawasan yang tepat

6 Dhafintya Noorca, Polda Sumbar Amankan 147 Ton Pupuk Diduga Palsu Asal
Pulau Jawa,, diakses https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar -
amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/ pada 5 September 2024.

’ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pupuk 2017-2021, hlm. 78,
diakses https://psp.pertanian.go.id/storage/103 1/Buku-Statistik-2017-2021_a-99-138.pdf
pada 10 September 2024

8 Ibid.
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hal ini dapat menimbulkan potensi kejahatan yang dilakukan oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.

Menurut data Sensus Pertanian Tahun 2023 Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat, petani di seluruh 19 kabupaten/kota di Sumatera
Barat menggunakan pupuk, dengan total 556.743 pengguna pupuk di
Sumatera Barat. Dua daerah dengan pengguna pupuk terbanyak di Sumatera
Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok untuk
penggunaan di bidang usaha perkebunan dan tanaman pangan. Data ini
menunjukkan peminatan dan permintaan yang tinggi sebagaimana terlihat
pada gambar di bawah ini.’

Gambar 1.2 Data Perbandingan Pengguna Pupuk dan Tidak Menggunakan
Pupuk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023'°
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Sumber: Sensus Pertanian Tahun 2023 Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat

® Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 Desember 2023). Hasil Pencacahan
Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Sumatera Barat - Tahap I. Diakses,
https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/e3853cd0cd8aecd8a2dcd77{/hasil-
encacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-provinsi-sumatera-barat.html. pada

13 September 2024.
19 1bid.
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Sumatera Barat adalah provinsi keempat dengan permintaan pupuk
tertinggi di Pulau Sumatera, setelah Lampung, Sumatera Utara, dan
Sumatera Selatan. Provinsi ini menjadi sorotan utama dalam laporan
mengenai kasus penipuan pupuk. Pada tahun 2022, Sumatera Barat
mengungkap kasus pertama di Pulau Sumatera terkait produksi dan
perdagangan pupuk yang tidak sesuai label, dengan penemuan 13 ton pupuk
yang tidak memenuhi standar. Kasus ini berhasil diselesaikan oleh Polda
Sumbar, menandai langkah penting dalam penegakan hukum di sektor
pertanian.

Perdana terkuaknya kasus tindak pidana memproduksi dan/atau
memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label ini
khususnya pada wilayah hukum Polda Sumbar menjadi isu yang perlu
diperhatikan. Menimbang, pengungkapan kasus ini tentunya memiliki
banyak tantangan yang dihadapi oleh Polda Sumbar. Urgensi dalam
penelitian ini berkaitan dengan menganalisis mengenai penegakan hukum
dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polda Sumatera
Barat untuk dapat memberantas tindak pidana memproduksi dan/atau
memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label dikarenakan
kasus ini terkuak karena adanya laporan dari polisi.

Sehubungan dengan baru terungkapnya tindak pidana ini, perlu
adanya analisis mengenai faktor-faktor penghambat yang dialami oleh
Polda Sumbar sehingga dapat terlihat fakta yang dapat menjawab mengapa

tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai



dengan keterangan yang dinyatakan dalam label ini baru terkuak,
terkhususnya di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi isu penting untuk menjadi
batu loncatan bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa.

Regulasi yang mengatur mengenai kualitas dan penjualan pupuk
bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya petani dari praktik-
praktik curang dan penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan label. Namun,
implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti pengawasan yang lemah dan pengungkapan kasus yang belum
optimal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak
konsumen, perlindungan konsumen dalam industri pupuk menjadi isu yang
semakin penting dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak,
termasuk pemerintah, produsen, dan penegak hukum.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan, tindakan pelaku
usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai
dengan informasi label yang akurat merupakan tindak pidana yang
menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani yang bergantung pada pupuk
berkualitas untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Maka berdasarkan
uraian latar belakang yang dijabarkan, penulis tertarik melakukan penelitian
skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN PUPUK
TIDAK SESUAI DENGAN KETERANGAN LABEL KEMASAN
(STUDI KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA

BARAT)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau
memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan
pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat?

2. Mengapa kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan
pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan ini baru dapat

terungkap di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis
mengemukakan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana memproduksi
dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label
kemasan pada Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus
Polda Sumatera Barat.

2. Untuk menganalisis alasan baru terungkapnya kasus tindak pidana
memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan

keterangan label kemasan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.



D. Manfaat Penelitian

l.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
manfaat mengenai penegakan hukum tindak pidana memproduksi
dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan
label kemasan serta faktor-faktor yang menyebabkan baru
terungkapnya kasus tindak pidana memproduksi  dan/atau
memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan yang
dinyatakan dalam label kemasan.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk
pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga konsumen, pelaku
usaha, serta masyarakat atau konsumen, terutama dalam konteks hukum
pidana terkait pertanggungjawaban dalam penegakan hukum

perlindungan konsumen.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti ini dibatasi dalam

ruang lingkup penegakan hukum aparat kepolisian dalam penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk

tidak sesuai dengan keterangan label kemasan, yang dalam hal ini

berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Berkas Perkara

Nomor:; BP/36/X/2022/Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kumpulan gagasan atau pokok-pokok
pemikiran yang mendukung penulis dalam menjelaskan hubungan antara
konsep-konsep yang akan dibahas dalam penelitian. Berikut ini adalah
beberapa teori yang akan digunakan dalam skripsi ini sesuai dengan
permasalahan yang akan dianalisis:
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang
memiliki kewajiban dalam suatu kepentingan sesuai dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang
berlaku. Pada dasarnya, penegakan hukum memiliki 2 (dua) aspek.
Aspek pertama adalah penerapan perangkat hukum dengan cara
memberlakukan sanksi terhadap pelanggar peraturan perundang-
undangan. Kedua adalah mewujudkan tujuan hukum untuk melindungi
dan mengayomi masyarakat. Penegakan Hukum Pidana adalah sebuah
rangkaian proses yang dimulai dengan penyidikan, diikuti oleh
penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa, dan diakhiri

dengan pemasyarakatan bagi terpidana.
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Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa dalam teori penegakan
hukum terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan penegakan hukum,
yaitu:!!

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), dalam praktik
pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, seringkali terjadi
konflik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Hal ini
disebabkan karena konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang
bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang
telah ditetapkan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum. Keberhasilan penegakan hukum
sangat dipengaruhi oleh sikap atau karakter dari para penegak
hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh setiap
lembaga, keadilan dan kebenaran harus dapat dinyatakan, dirasakan,
terlihat, dan direalisasikan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
Hal ini mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil,
organisasi yang terstruktur dengan baik, serta peralatan yang
mencukupi. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai,

penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara lancar, dan para

" Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), him. 8.
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penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya
dengan optimal.

. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku dan diterapkan.

Faktor Kebudayaan, merujuk pada hasil karya, ciptaan, dan perasaan
yang muncul dari kreativitas manusia dalam kehidupan sosial.
Kebudayaan Indonesia menjadi dasar bagi penerapan hukum adat.
Penerapan hukum tertulis (perundang-undangan) seharusnya
mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat tersebut.
Dalam penegakan hukum, semakin banyak keselarasan antara
peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat,
semakin mudah pula untuk melaksanakan penegakan hukum
tersebut.

Berdasarkan teori ini, penulis menerapkan teori penegakan
hukum untuk mengaitkannya dengan permasalahan yang ada. Teori
penegakan hukum menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh
untuk memahami bagaimana penegakan hukum dalam permasalahan
ini. Oleh karena itu, penulis menganggap teori ini relevan dengan isu

yang diangkat dalam kepenulisan skripsi ini.
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2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.!'? Tujuan hukum
dianggap tercapai apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Ketiga
unsur ini bersinergi untuk membentuk hukum yang ideal, yang mana
keadilan menjadi landasan bagi kepastian dan kemanfaatan. Hukum
yang adil haruslah pasti dan bermanfaat, hukum yang pasti haruslah
adil, dan bermanfaat, dan hukum yang bermanfaat haruslah adil dan
pasti. Dengan demikian, hukum yang ideal adalah hukum yang adil,
pasti, dan bermanfaat, yang mana tidak satupun dari ketiga elemen
ini terabaikan

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi
kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum juga memberikan
wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta
memelihara kepastian hukum. Bila dikaitkan dengan fungsi hukum
sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum
adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang
dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam
masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak

2 Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan
Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal, Vol.
6 No. 2 (Desember 2023), him. 556.
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dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi
wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta
memelihara kepastian hukum.

Berdasarkan teori ini, penulis menerapkan teori tujuan
hukum untuk mengaitkannya dengan permasalahan yang ada. Teori
tujuan hukum menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk
memahami bahwasanya terdapat tujuan hukum dalam penanganan
perkara. Oleh karena itu, penulis menganggap teori ini relevan

dengan isu yang diangkat dalam kepenulisan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang menjelaskan tentang
langkah-langkah melakukan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan
logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun
metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian Hukum Empiris (Empirical Law Research). Pendekatan
yuridis empiris, dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan
dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan

13

permasalahan yang diteliti.”” Penelitian ini dilakukan  dengan

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Ul Press),
1996), him. 43.



15

pemahaman bahwa objek penelitian akan diteliti dengan mencari
petunjuk apa yang menjadi penyebab dari fenomena yang muncul atau

terjadi pada objek penelitian tersebut.

. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini
adalah sebagai berikut :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
umumnya digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-
undangan yang masih memiliki kekurangan dalam penormaan atau
bahkan memfasilitasi praktik penyimpangan, baik dalam
pelaksanaan teknis maupun dalam penerapannya di lapangan.
Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan juga
melibatkan studi mengenai konsistensi atau keselarasan antara
Undang-Undang Dasar dan undang-undang, serta antara satu
undang-undang dengan undang-undang lainnya.
b. Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk
mempelajari hukum atau peraturan yang berlaku. Pendekatan kasus

merupakan pengambilan contoh suatu kasus yang telah terjadi di
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masyarakat.'

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali
detail, konteks, implikasi dari kasus, identifikasi pola, serta
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan
hukum pada Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus
di Polda Sumatera Barat.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan isu
mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa seyogyanya, peneliti memerlukan sumber bahan hukum
pada penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. '

a. Data Primer
Data Primer dikumpulkan melalui Studi lapangan dengan
melalui metode wawancara mendalam (depth interview) kepada
narasumber. Teknik ini dipilih dengan tujuan menggali sebanyak-
banyaknya informasi yang diinginkan dari Penyidik pada Subdit I
Ditreskrimsus Polda Sumbar. Sedangkan alat atau instrumen yang

digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara

(interview guidance). 16

4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 154.

15 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Fllsafat, Teori,
dan Praktik), (Depok:Rajawali Pers,2008), hlm.266.

6 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.,
(Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 300.
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b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian

kepustakaan, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum

primer terdiri dari:

1.

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang—Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Nomor 5512).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem
Budidaya Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6412).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
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Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145).

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik,
Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah .

12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

13. Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus

Polda Sumatera Barat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada
peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang,
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode
pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat
sebagai hasil penelitian hukum.'”

Bahan-bahan Hukum berupa buku, jurnal hukum,
pendapat para pakar yang kesemuanya berkaitan dengan

permasalahan yang dikaji, hasil penelitian dalam bentuk

"7 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), him. 47.
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laporan, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek

penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder!®, seperti Kamus
Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan bahan-
bahan dari internet terpercaya yang berkaitan dengan

permasalahan yang dikaji.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polda Sumatera Barat,
dimana tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan
pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan ditangani oleh
Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Dipilihnya
lokasi ini dikarenakan Provinsi Sumatera Barat merupakan 9 besar
penggunaan pupuk yaitu 163.707 ton di Indonesia dan terdapat kasus
terkait pupuk tidak sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam

label kemasan dengan kuantitas yang besar.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Universitas
Indonesia UI Press, 2007), hlm. 52.
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Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan wawancara (interview) kepada narasumber yaitu 3
orang Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang pernah
menangani kasus tindak pidana tersebut untuk menjawab beberapa
pertanyaan yang ditentukan oleh penulis antara lain:
1. Bripka Syamialdi Saputra, S.H., selaku Penyidik Pembantu;
2. Bripka Doni Septian Saputra, selaku Penyidik Pembantu, dan
3. Brigadir Yudi Prasetyo, S.Sos., M.H., selaku Penyidik Pembantu.
Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi
kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti
undang-undang, literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan

penelitian.

Teknik Pengolahan Data
Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya
digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

1.  Editing adalah tahapan penulis memeriksa kelengkapan dan
kejelasan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Proses ini
bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah
lengkap dan dapat dipahami dengan baik. Apabila terdapat
jawaban yang masih kurang jelas atau tidak lengkap, penulis
akan mengembalikan atau menanyakan kembali kepada

responden yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi
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yang lebih komprehensif. Dengan melakukan editing, penulis
dapat memastikan bahwa data yang akan dianalisis selanjutnya
adalah data yang valid.

2. Deskripsi adalah penulis menyampaikan dan merinci hasil
penelitian dengan cara yang jelas, menggunakan bahasa yang

sesuai agar mudah dipahami oleh pembaca.

7.  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskripsi analitis
yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan
dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.!® Dalam hal ini, proses
analisis secara kualitatif  dilakukan dengan mempelajari dan
menganalisis data secara utuh dan menuangkannya dalam bentuk
kalimat, bukan angka dan berupa analisis peraturan perundang-
undangan, analisis para ahli dan analisis penulis sendiri, kemudian
dihubungkan dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat
menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Penyidikan tindak
pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai
dengan label kemasan oleh Subdit I Indagsi Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat.

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm. 29.



23

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini, teknik penarikan kesimpulan yang
penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Penjelasan
kesimpulan dimulai dari penjelasan khusus dan berakhir pada suatu
kesimpulan yang bersifat umum. Dengan menggunakan metode
induktif, penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dan konsisten
berdasarkan premis khusus atau analisis terhadap perundang-
undangan atau praktik hukum serta premis umum dari teori atau asas
hukum Selain itu, penulis menarik kesimpulan berdasarkan
wawancara yang dilakukan di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan
dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah dan memberikan

kontribusi pada pengembalian ilmu hukum.
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https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/e3853cd0cd8aecd8a2dcd77f/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-provinsi-sumatera-barat.html
https://bspjimedan.kemenperin.go.id/web/tupoksi/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar-amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar-amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar-amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar-amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/
https://psp.pertanian.go.id/storage/1031/Buku-Statistik-2017-2021_a-99-138.pdf
https://psp.pertanian.go.id/storage/1031/Buku-Statistik-2017-2021_a-99-138.pdf
https://dppp.pontianak.go.id/artikel/51-mengenal-pupuk-tanaman.html
https://dppp.pontianak.go.id/artikel/51-mengenal-pupuk-tanaman.html
https://dppp.pontianak.go.id/artikel/51-mengenal-pupuk-tanaman.html
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Google Maps, Polda Sumatera Barat(0751) 8950776 diakses
https://maps.app.goo.gl/LY5BsoSNQxiqsk6GA pada Selasa 26
November 2024

Kementrian Pertanian Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi
Pertanian, “Pupuk Organik Padat”, diakses
https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/pembuatan-
pupuk-padat pada 28 November 2024.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Struktur Organiasi” diakses
Website Resmi Polri - Struktur Organisasi pada Selasa 26 November
2024.

Ridhwan Mustajab, “Data Konsumsi Pupuk Indonesia (2017-Semester
1/2023)  diakses  https://dataindonesia.id/industri-perdagangan
/detail/data-konsumsi-pupuk-indonesia- 2017semester-i2023 pada 5
September 2024

Tribrata News Polri, “Polda Sumbar Sita 13 Ton Produksi Pupuk Tidak
Sesuai dengan Label Resmi, diakses https://tribratanews.polri.go.id
/blog/hukum-4/polda-sumbar-sita-13-ton-produksi-pupuk-tidak-
sesuai-dengan-label-resmi-50228, pada 5 September 2023

Tribata News Polri, “Tugas dan Fungsi Kewenangan POLRI” diakses
https://tribratanews.babel.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/, pada 5
Desember 2024.

Wawancara

Brigadir Yudi Prasetyo, S.Sos., M.H., Penyidik Pembantu Subdit 1 Indagsi
Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara bertempat di Polda
Sumatera Barat, pada 11 Desember 2024.

Bripka Doni Septian Saputra, Penyidik Pembantu Subdit 1 Indagsi
Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara bertempat di Polda
Sumatera Barat, pada 12 Desember 2024.

Bripka Syamialdi Saputra, S.H., Penyidik Pembantu Subdit 1 Indagsi
Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara bertempat di Polda
Sumatera Barat, pada 12 Desember 2024.

Sumber Lainnya

Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus Polda Sumatera
Barat.
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